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ABSTRAK

| PEET - - ]
Pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan broadeasting  [ive pada

aplikasi sosial media ketika pemutaran film di bioskop didasarkan pada dua peraturan
lahun 2002 lentang

g Informasi Transaksi
elum

pcrunu}.mg-tmdung;m yaitu Undang-Undang Nomor 3
Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 I'entan

Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Fahun 2002 Tentang Penyiaran b
hanya terdapat penjelasan

mengakomodir aturan hukum mengenai Broadcasting Live,
definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari Broadcasting Live
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infomasi Transaksi I lektromk dapat
mengkategorikan broadcasting live sebagai Informasi Elektronik, Teknolog
Informasi. Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem EFlektronik. Penggunaan
layanan broadcasting live ketika pemutran film di bioskop dapat dikategorikan
scbagai pelanggaran hak cipta disebabkan penggunaan layanan Broadcasting Live
telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut
merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Dengan melihat, penggunaan layanan
bioskop dapat dikategorikan sebagai

Broadcasting Live ketika pemutaran film di
pelanggaran hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan Broadcasting Live

tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan (film). Sedangkan pada
pelanggaran  hak ckonomi, layanan Broadcasting Live mengumumkan,
menggandakan, menyiarkan ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta serla
menggunakan layanan tersebut dengan tujuan komersial.

Kata Kunci : Hak Cipta, Broadcasting Live, Sosial Media.
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aplikast sostal media ketika pemutaran film di bioskop didasarkan pada dua
peraturan perundang-undangan  yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Lentang Informast Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32
fahun 2002 Tentang Penyiaran belum  mengakomodir aturan  hukum
mengenai  Broadcasting Live, hanya terdapat penjelasan definisi dari
penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari Broadcasting Live.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infomasi Transaksi
Elektronik dapat mengkategorikan broadcasting live sebagai Informasi
Elektronik, Teknologi Informasi, Transaksi Elektronik, Penyelenggara
Sistem Elektronik.

2 Penggunaan layanan broadcasting live ketika pemutran film di bioskop

dapat dikategorikan sebagai pelang
melanggar hak moral dan hak ekonomi

paran hak cipta disebabkan penggunaan

layanan Broadcasting Live telah

vang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.
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